5.1

BAB 5
PENUTUP
Kesimpulan

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982
merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dari konferensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang berlangsung
dari tahun 1973 sampai 1982. UNCLOS 1982 berisi ketentuan-ketentuan
mengenai pranata hukum laut internasional yang di dalamnya juga mengatur
pembagian laut menjadi zona maritim. UNCLOS 1982 mengatur zona-zona
maritim dengan status hukum yang berbeda. Zona maritim tersebut
merupakan bagian dari kedaulatan suatu negara yang diperlukan demi
pertahanan dan keamanan negara pantai terhadap wilayah kedaulatannya
termasuk melalui keamanan maritim (maritime security).

Dalam UNCLOS 1982 diatur berbagai kejahatan atau tindak pidana
yang dapat mengancam keamanan maritim, diantaranya adalah pembajakan
kapal (piracy) dan perampokan bersenjata (armed robbery). Dengan adanya
berbagai ancaman tersebut dibutuhkan suatu solusi bagi permasalahan yang
dihadapi oleh industri perkapalan ini. Salah satu solusi yang diterapkan oleh
perusahaan perkapalan dalam permasalahan ini adalah penggunaan Private
Maritime Security Company (PMSC).

Meningkatnya penggunaan jasa PMSC membuat dunia internasional
merasa membutuhkan adanya regulasi mengenai penggunaan PMSC, karena
sebelumnya terdapat kesenjangan dan tumpang tindih pada kebijakan hukum
dari suatu negara terhadap negara lain mengenai status hukum dari PMSC itu
sendiri. Namun hingga saat ini, dalam hukum internasional pengaturan PMSC
hanya terdapat berbagai soft law, seperti UNCLOS 1982, IMO Doc.
MSC.1/Circ. 1334 “Interim Guidance to Private Maritime Security
Companies Providing Privately Contracted Armed Security Personnel on
board Ships in the High Risk Area”, Best Management Practice 4 (BMP 4),
dan Best Management Practice 5 (BMP 5).

Berdasarkan beberapa regulasi tersebut, PMSC merupakan personel

keamanan yang dikelola oleh pihak swasta yang bertugas untuk melindungi
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5.2

kapal-kapal komersil yang melintasi HRA. PMSC tidak memiliki status
militer, melainkan PMSC merupakan sebuah perusahaan swasta yang dapat
melakukan tugas yang biasanya dilakukan oleh pihak militer untuk
melakukan penjagaan di atas kapal.

Dalam penggunaan PMSC, terdapat kekhawatiran terjadinya tindak
kekerasan yang dilakukan oleh PMSC saat bertugas di atas kapal. Hal ini
menimbulkan pertanyaan siapakah yang bertanggung jawab atas insiden
tersebut dan yurisdiksi dari negara mana yang akan berlaku. Berdasarkan
Article 97 (1) UNCLOS 1982 apabila insiden tersebut terjadi di laut lepas
maka yurisdiksi yang berlaku adalah Yurisdiksi Negara Bendera (Flag State
Jurisdiction).

Apabila insiden tersebut terjadi di laut teritorial suatu negara maka
berdasarkan /MO Doc. MSC.1/Circ. 1334 butir 5.13, dapat berlaku yurisdiksi
dari negara pantai (coastal state), negara pelabuhan (port state), dan negara-
negara lain yang mungkin terlibat. Yurisdiksi yang akan berlaku juga dapat
dipengaruhi oleh lokasi dari insiden tersebut terjadi, kebangsaan dari kapal
terjadinya insiden, perusahaan dan individu yang terlibat, termasuk PMSC
beserta personelnya yang berada pada insiden tersebut. Penentuan yurisdiksi
yang berlaku berdasarkan /MO Doc. MSC.1/Circ. 1334 butir 5.13 juga harus
dipertimbangkan berdasarkan masing-masing kasus.

Mengenai hukum yang berlaku apabila insiden tersebut terjadi di
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), maka apabila perompakan (piracy) terjadi
di ZEE cara penyelesaiannya disesuaikan dengan cara penyelesaian sengketa
di ZEE. Dengan demikian, Article 58 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang
perompakan (piracy) dapat diberlakukan di wilayah ZEE, dengan cara
penyelesaiannya disesuaikan dengan cara penyelesaian sengketa di ZEE.
Article 88—115 dan aturan terkait lainnya berlaku di ZEE selama tidak
bertentangan dengan pengaturan lain mengenai ZEE dalam UNCLOS 1982.

Saran

Berdasarkan uraian dan analisis dalam skripsi ini maka berikut dapat

diajukan saran terkait mengenai PMSC, yaitu perlunya dibuat pengaturan
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yang lebih mendalam dan lebih mengikat bagi negara-negara, salah satunya
dengan membentuk suatu konvensi. Hal ini karena hingga saat ini dalam
hukum internasional masih belum ada hard law dengan konvensi-konvensi
yang mengatur PMSC.
Beberapa poin penting yang sebaiknya dimuat dalam peraturan
tersebut diantaranya yaitu:
1. Status hukum dari PMSC,
2. Sanksi, pertanggung jawaban hukum, dan yurisdiksi yang berlaku
di setiap zona maritim ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan
oleh personel PMSC saat menjalankan tugasnya.

Dengan dibentuknya suatu peraturan yang lebih mendalam dan lebih
mengikat bagi negara-negara dalam menggunakan PMSC, maka hal
tersebut tentunya akan menunjang penggunaan dari PMSC sebagai salah
satu bentuk solusi dalam penanggulangan pembajakan kapal (piracy) dan
perampokan bersenjata (armed robbery) di wilayah HRA. Dengan
dibentuknya suatu peraturan yang lebih mendalam tersebut juga diharapkan
akan mengurangi kesenjangan dan tumpang tindih pada kebijakan hukum
dari suatu negara terhadap negara lain mengenai penggunaain PMSC di atas

kapal.
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